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ABSTRAK 

MUHAMMAD REZKI, 2023. Penerapan Penginputan Data Dokumen E-
Filing Melalui Penggunaan SPT Tahunan Wajib Pajak Pada KPP 
Pratama Makassar Selatan. Karya Tulis ilmiah (KTI), Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Di bimbing oleh 
Pembimbing I Bapak H. Andi Rustam dan Pembimbing II Bapak 
Muhammad  Adil. 

Tujuan penelitian in yakni untuk mengetahui Penerapan 
Penginputan Data Dokumen E-Filing Melalui Penggunaan SPT Tahunan 
Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Selatan . Data yang digunakan 
dalam penelitian in adalah berupa data yang bersumber dari KPP Pratama 
Makassar Selatan, yaitu Penginputan Data Dokumen E-Filing Melalui 
Penggunaan SPT Tahunan Wajib Pajak, Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik kualitatif dengan menggunakan metode 
Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan 
kesimpulan. 

Hasil penelitian dan pembahasan Penerapan Penginputan Data 
Dokumen E-Filing Melalui Penggunaan SPT Tahunan Wajib Pajak Pada 
KPP Pratama Makassar Selatan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan 
bahwa pada tahun 2021-2022 penginputan data dokumen e-filing melalui 
penggunaan spt tahunan wajib pajak dikategorikan sangat efektif. 

 

  

Kata Kunci : Penerapan Penginputan Data Dokumen E-Filing Melalui 
Penggunaan SPT Tahunan Wajib Pajak 
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ABSTRACT 

MUHAMMAD REZKI, 2023. Implementation of E-Filing Document Data 

Entry Through the Use of Annual Taxpayer SPTs at KPP Pratama 

Makassar Selatan. Scientific Writing (KTI), Faculty of Economics and 

Business, University of Muhammadiyah Makassar Supervised by Advisor I 

Mr. H. Andi Rustam and Advisor II Mr. Muhammad Adil. 

The purpose of this study is to find out the Application of E-Filing 

Document Data Entry Through the Use of Annual Taxpayer SPTs at KPP 

Pratama Makassar Selatan. The data used in this study is in the form of 

data sourced from KPP Pratama South Makassar, namely E-Filing 

Document Data Inputting Through the Use of Annual Taxpayer SPTs. The 

data analysis technique used is a qualitative technique using the method 

of data collection, data reduction, data presentation. and Drawing 

conclusions. 

The results of the research and discussion of the Implementation of 

E-Filing Document Data Entry Through the Use of Annual Taxpayer SPT 

at KPP Pratama South Makassar, the researcher can draw the conclusion 

that in 2021-2022 inputting e-filing document data through the use of 

annual tax returns is categorized as very effective. 

 

Keywords: Application of E-Filing Document Data Entry Through the 

Use of Taxpayer's Annual SPT 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia  menganut self assessment system dalam hal membayar pajak. 

Self assessment sistem yaitu suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan 

kepada wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak 

perpajakannnya sehingga kesadaran wajib pajak sangat diperlukan dalam 

pemenuhan kewajibannya. Jika kesadaran membayar pajak masih rendah maka 

berdampak langsung pada tingkat penerimaan yang juga akan semakin rendah. 

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak harus datang ke 

kantor pelayanan pajak . Untuk itu, maka diperlukan sumber daya manusia yang 

banyak dan juga tempat yang luas, serta waktu dan proses yang lambat karena 

dikirim seca. Untuk itu, kantor pelayanan pajak berupaya untuk melakukan 

pembaharuan sistem agar kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara online, 

karena dengan menggunakan fasilitas internet informasi dapat diperoleh dengan 

sangat cepat dan juga mudah. Diera teknologi yang semakin maju khususnya di 

bidang elektronika, memberi dampak yang positif bagi kantor-kantor yang 

membutuhkan pelayanan cepat, tepat dan praktis. Hal ini menumbuhkan reformasi 

bagi DJP yang dibawah naungan Kementerian Keuangan untuk melakukan 

pembaharuan-pembaharuan aplikasi perpajakan. 

Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, tidak 

terlepas dari faktor pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan itu sendiri 

karena bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang 
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memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara 

sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan 

benar. 

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari cara memenuhi semua kewajiban 

perpajakannya. Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu 

Negara. Kepatuhan perpajakan dapat diidentifikasi melalui kepatuhan wajib pajak 

dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan 

dalam menghitung, dan membayar pajak terutang, kepatuhan dalam pelaporan dan 

pembayaran tunggakan. 

Kondisi tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia relatif rendah yang 

diakibatkan wajib pajak orang pribadi yang sudah mendaftarkan dirinya namun 

kemudian tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya, maka 

membuat pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak terus berupaya 

menciptakan sistem perpajakan baru dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan 

dan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya sehingga 

tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Salah satu upaya untuk 

meningkatkan kepatuhan  tersebut adalah dengan membuat pembaharuan sistem 

atau metode yang sederhana, mudah, dan cepat. e-filing pajak lahir dari penerapan 

sistem modul penerimaan negara generasi kedua yang mulai dijalankan pada 

tahun 2007 dan disempurnakan pada tahun 2014. Dalam sistem ini, negara 
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menggunakan surat elektronik serta pembayaran dengan e-filing sebagai bagian 

dari sistem transaksinya. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat 

Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai 

Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi Perpajakan yaitu 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem E-

filing. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada 

bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk E-filing.). Eugenia et al 

(2015) memperoleh bukti empiris bahwa penggunaan E-filing tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi 

studi kasus di Kota Surabaya. Penelitian Anna and Ng Lee di Malaysia (2010), 

penelitian Edison di Tanzania (2014) dan penelitian Harrison and Nahashon di 

Kenya (2015) memperoleh hasil bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan 

diatas dan dari uraian mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya yang memiliki hasil berbeda, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang mengkaji adakah pengaruhnya penerapan sistem e-filing terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan kenyataan bahwa kepatuhan Wajib Pajak 

masyarakat Indonesia masih rendah. 

Pembaharuan dalam sistem perpajakan yang dimulai pada tahun 2014 ini 

adalah dengan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan yaitu 

dengan dilaksanakannya jenis pelayanan kepada wajib pajak dalam rangka 

penyampaian Surat Pemberitahuan menggunakan elektronik atau melalui internet 
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yang selanjutnya dinamakan e-filing. Dengan sistem e-filing yang dibuat oleh 

Direktorat Jendral Pajak tujuannya dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib 

pajak dan diharapkan dapat meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam 

pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak orang pribadi. 

 Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas dan dari uraian 

mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki 

hasil berbeda, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yaitu Penerapan 

pengimputan data dokumen E-filing melalui penggunaan SPT tahunan Wajib 

pajak. pengaruhnya penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

berdasarkan kenyataan bahwa kepatuhan Wajib Pajak masyarakat Indonesia 

masih rendah. Motivasi penelitian ini adalah penerapan Penginputan data 

dokumen E-filing melalui penggunaan SPT tahunan Wajib Pajak Pada KPP 

Pratama Makassar Selatan. 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui wajib pajak dalam hal melapor SPT 

tahunan. Maka dari itu penulis ingin mengadakan penelitian terhadap PPh 21 

denfan judul “PENERAPAN E-FILING DALAM PENGINPUTAN  DATA 

DOKUMEN SUMBER SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 

PADA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada pembahasan 

sebelumnya, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu : 

“Bagaimana Penerapan E-Filing Dalam Penginputan  Data Dokumen Sumber 
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SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar 

Selatan?” 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian 

yang ingin dicapai adalah Untuk mengetahui Penerapan E-Filing Dalam 

Penginputan  Data Dokumen Sumber SPT Tahunan Wajib Pajak Orang 

Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Selatan  

C. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya tujuan ini, diatas maka manfaat dari penelitian yang 

dapat diperoleh adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti  

Dalam penelitian ini dapat memberi ilmu dan memperluas 

wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan terutama tentang 

Penerapan E-Filing Dalam Penginputan Data Dokumen Sumber SPT 

Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Selatan.  

2.  Bagi Akademisi  

Hasil penelitiian ini agar bisa bermanfaat bagi Akademisi untuk 

menambah wawasan mengenai Penerapan E-Filing Dalam Penginputan 

Data Dokumen Sumber SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada 

KPP Pratama Makassar Selatan.  

3. Bagi Pihak Instansi 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan sebagai 

Penerapan E-Filing Dalam Penginputan Data Dokumen Sumber SPT 

Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Selatan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Pajak 

Secara umum, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun 

beberapa definisi para ahli tentang definisi pajak, sebagai berikut :    

Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat besar dan penting 

bagi negara. Pajak adalah sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung 

jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan 

dan kemakmuran serta kontak sosial antara warga negara dengan 

pemerintah (Dharma & Suardana, 2014). Pajak dibedakan menjadi pajak 

pusat dan pajak daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 

sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan 

pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk mendapatkan otonomi 

daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab (Cahyadi & Jati, 

2016). 

Adapun bagi Feldeman dalam Siti Resmi (2017) “Pajak adalah prestasi 

yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut 

norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya
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 kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran 

pengeluaran umum. 

2.Fungsi Pajak 

Pungutan pajak mengurangi penghasilan/kekayaan individu tetapi 

sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian 

dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran 

rutin dan pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh 

masyarakat yang bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Pajak memiliki 

tujuan yaitu untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas 

negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, 

dapat dikatakan bahwa pajak mempunyai fungsi budgetair (penerimaan) 

dan regulerend (mengatur). 

3. E-Filing 

a.Pengertian E-Filing  

       E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan yang 

dilakukan secara online dan real-time khususnya bagi Orang Pribadi 

yang 13 melalui website e-Filing pada DJP Online atau aplikasi yang 

disediakan ASP (application Service Provider/Penyedia Jasa 

Aplikasi) pajak. (Direktorat Jenderal Pajak). Pengertian e-Filing 

menurut para ahli : 1) Menurut Abunyamin (2013) e-Filing adalah 

Aplikasi dalam melaporkan SPT Tahunan khususnya Wajib Pajak 

Orang Pribadi dilakukan melalui sistem online website Direktorat 

Jendral Pajak. 2) Menurut Direktorat Jenderal Pajak No.47/PJ/2008  
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e-Filing adalah suatu aplikasi secara online yang real-time disediakan 

untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan 

nya. 3) Menurut Anwar (2014) salah satu cara penyampaian Surat 

Pemberitahuan atau perpanjangan SPT secara online setiap waktu 

melalui e-Filing atau Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). 4) Menurut Sakti 

(2015) e-Filing adalah suatu aplikasi yang diwujudkan oleh DJP 

dalam rangka untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan khususnya 

Orang Pribadi secara online dan setiap waktu 

b. Penerapan Sistem E-Filing 

Secara umum, penerapan sistem e-filing memiliki beberapa  

keuntungan bagi Wajib Pajak melalui situs DJP yaitu: 

a. Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja 

dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena 

memanfaatkan jaringan internet. 

b. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs 

DJP tidak dipungut biaya. 

c. Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan system 

computer. 

d. Lebih mudah karena pingisian SPT dalam bentuk wizard. 

e. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena 

terdapat validasi pengisian SPT. 

f. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas. 

g. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti 
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potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29,Surat Kuasa Khusus, 

perhitungan PPh terutang bagi wajib Pajak Kawin Pisah Harta 

dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotocopy Bukti Pembayaran 

Zakat tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui 

Account representative. 

4. Dasar Hukum sistem E-Filing 

Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat 

Pemberitahuan. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018, dan menggantikan tujuh 

ketentuan Dirjen Pajak sebelumnya terkait penyampaian SPT (Surat 

Pemberitahuan). Salah satu pokok perubahan penting dalam PER-02 ini 

adalah mengenai kewajiban penyampaian SPT melalui e-filing untuk 

meringankan beban administrasi wajib Pajak sehingga diharapkan dapat 

membantu meningkatkan kemudahan berusaha. 

5. Kepatuhan Wajib Pajak 

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 

        Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib 

pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan 

kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan 

memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of 

complience) merupakan tulang punggung dari selfassesment system, 
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dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban 

perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar 

dan melaporkan pajaknya. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut 

Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010), 

menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan 

sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua 

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. 

Kepatuhan Wajib Pajak 

          Menurut Pamungkas (2018), faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan pajak sebagai berikut:  

1. Administrasi perpajakan Administrasi perpajakan adalah kegiatan 

penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang 

ada dalam organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban di 

bidang perpajakan.  

2. Pelayanan fiskus Pelayanan fiskus adalah setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh petugas pajak yang ditujukan untuk melayani wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari 

pembuatan NPWP sampai pembayaran pajak.  

3. Sanksi Perpajakan Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditaati oleh 

wajib pajak dan digunakan untuk mencegah wajib pajak tidak 

melanggar norma perpajakan. 
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B. Kerangka Konseptual 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagiamana Penerapan E-Filing 

Dalam Penginputan Data Dokumen Sumber SPT Tahunan Wajib Pajak Orang 

Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Selatan.. Untuk itu penelitian 

membutuhkan data wawancara maupun pengamatan yang berasal dari pajak 

PPh 21. Untuk lebih jelasnya lihat kerangka konseptual diatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 (Kerangka Konseptual) 
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C. Metode Pelaksanaan  Penelitian 

1. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan di KPP Pratama Makassar 

yang berlokasi di Jl. Urip Sumohardjo km 4 GKN, KP 15, Makassar, 

penelitian ini telah dilaksanakan selama 2 (dua) bulan dimulai pada bulan 

Februari-Maret Tahun 2023. 

2. Sumber Informan  

Informan yang akan bertindak sebagai subjek dalam penelitian ini 

adalah Muzakir Haq AR (Account Representative) bagian Seksi 

Pengawasan IV selaku orang yang mengetahui secara teknis dan detail 

tentang permasalahan dalam penelitian ini.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan untuk memantau 

penelitian ini antara lain: 

a. Teknik Wawancara 

Dalam metode wawancara, terjadi pertemuan antara dua orang yang 

saling bertukar informasi dan gagasan terkait dengan judul utama 

penelitian ini sebagai sumber informasi yang mendukung penyelesaian 

laporan ini. 

b. Teknik Pengamatan/Observasi 

Metode pengumpulan data dengan pencatatan yang cermat dan 

sistematis dari proses ini adalah observasi dalam kaitannya dengan subjek 



13 

 

 

 

penelitian. Obsevasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. 

c. Teknik Dokumentasi 

Pengumpulan data dokumen adalah catatan perisitiwa terkait sesuatu 

yang diteliti. Melalui pengambilan data-data yang berhubungan dengan 

tempat penelitian yaitu KPP Pratama Makassar Selatan.. 

4. Metode Analisis Data 

Teknik yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian atau 

permasalahan yang ada ditempat penelitian. Analisis data dilakukan saat 

pengumpulan data dilapangan secara berkesinambungan. Apabila jawaban 

dari hasil wawancara belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan 

pertanyaan sampai peneliti mendapatkan data yang ingin diperoleh. Adapun 

teknik analisis data menurut (Sugiyono, 2013) : 

Adapun metode penjabaran data sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Teknik menganalisis data dengan cara merangkum, memilah hal 

yang besifat pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang besifat penting. 

Reduksi data dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran 

yang lebih jelas terhadap data yang diperoleh. 

b. Penyajian Data 

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan selanjutnya. Bentuk 
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penyajian data antara lain berupa teks naratif, matrik, grafik, maupun 

bagan, namun dalam penelitian ini bentuk penyajian data lebih merajuk 

pada penyajian secara deskriptif. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Semua data yang telah direduksi, digambarkan lagi secara rinci 

agar mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Sejarah Singkat KPP Pratama Makassar Selatan 

Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak 

yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik 

yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup 

wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Makassar Selatan didirikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No-

67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. KPP Pratama Makassar Selatan 

merupakan hasil pemecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan dan 

Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara, yang mengadministrasikan wajib 

pajak di 4 kecamatan yaitu Kec.Rappocini, Makassar, Panakukang, dan 

Manggala. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar berkedudukan di Gedung 

Keuangan I, Jalan Urip Sumoharjo Km 4. 

Terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan Keputusan 

Direktur Jendral Pajak No KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei, Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan efektif beroperasi dan resmi di 

launcing oleh Mentri Keuangan pada tanggal 9 juni 2008. Pada awal mula 

beroperasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan terdiri dari 1 

Pjs.Kepala Kantor, 10 Pjs. Kepala Seksi, 11 Account Representative dan 54 

Pelaksana. Selanjutnya dengan ketertibannya SK Mutasi untuk Eselon IV No 
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KEP-128/PJ/UP.53/2008 tanggal 9 Juni 2008 dan Mutasi/pengangkatan 

pertama Fungsional pemeriksaan pajak serta dengan adanya pegawai yang 

pension, maka sampai dengan Penyelesaian Mapping ini, Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Makassar Selatan terdiri dari 1 Kepala Kantor 10 Orang Kepala 

Seksi, 7 Fungsional Pemeriksaan Pajak, 11 Account Representative dan 48 

Pelaksana. 

Perubahan mendasari dari berlakunya system modem ini adalah 

perubahan organisasi Kantor Pelayanan dari organisasi berbasis jenis Pajak 

menjadi organisasi berbasis fungsi. Disamping itu, dalam melaksanakan tugas 

hariannya para Pegawai telah diikat dengan kode etik Pegawai yang ditetapkan 

Keputusan Mentri Keuangan No.222/KMK.03/2002 Dan No 

506./KMK.03/2004 Tanggal 19 Oktober 2004. Hal ini dimaksudkan agar para 

Pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal sehingga berhasil guna 

dan berdaya guna setra terbebas dari korupsi, Kolusi dan Neptisme (KKN) 

yang pada gilirannya akan mampu mengumpulkan penerimaan Negara dan 

Sektor Pajak yang dibedakan setiap tahunnya secara maksimal sehingga dapat 

mewujudkan Pemerintah yang baik (good governance) dan Pemerintah yang 

bersih (clean governance). 

Berdasarkan Keputusan Mentri Keuangan No.587/KMK.01/2003, 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan mempunyai tugas 

melaksanakan Penyuluhan, Pelayanan, dan Pengawasan Wajib Pajak di bidang 

PPh, PPN dan PTLL dalam Wilayah wewenang berdasarkan peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku. Visi dan Misi, Kantor Pelayanan Pajak 
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Pratama Makassar Selatan adalah : 

Visi : “Menjadi Kantor pelayanan Pajak terbaik dalam Pelayanan, 

terdepan dalam penerimaan, Profesional dan Dipercaya oleh masyarakat”. 

Misi “Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui pelayanan prima 

untuk menghimpun penerimaan Negara secara optimal berdasarkan undang-

undang perpajakan”. 

B. Struktur Organisasi 

Susunan Organisasi Badan, sebagai berikut: 

1) Kepala Kantor 

2) Sub. bagian Umum dan Kepatuhan Internal 

3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 

4) Seksi Pelayanan 

5) Seksi Penagihan 

6) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan 

7) Seksi Pemeriksaan 

8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV 

9) Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksaan dan Fungsional 

Penilai PBB 

C. Job Description 

1. Kepala Badan 

 Kepala Kantor KPP Pratama Makassar Selatan mempunyai tugas 

koordinasi pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan 
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penerimaan perpajakan dalam wilayah wewenangnya sesuai dengan 

rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal 

Sub. bagian umum mempunyai tugas pokok untuk melakukan 

urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga yaitu 

pengurusan surat masuk ke KPP Pratama Makassar Selatan yang bukan 

dari WP, pengurusan surat-surat yang akan keluar dari KPP Pratama 

Makassar Selatan, membimbing pelaksanaan tugas tata usaha 

kepegawaian, menyelenggarakan inventarisasi alat perlengkapan kantor, 

alat tulis dan kerja serta formulir di KPP Pratama Makassar Selatan. 

Tugas pokok Sub Bagian Umum adalah: 

a. Pengurusan surat masuk ke KPP Pratama Makassar Selatan yang 

bukan dari wajib pajak. 

b. Pengurusan surat-surat yang diterbitkan di KPP Pratama Makassar 

Selatan. 

c. Membimbing pelaksanaan tigas tata usaha kepegawaian. 

d. Penyelengaraan Administrasi DP3, LP2p, KP4 

e. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga. 

f. Menyelenggarakan inventarisasi alat perlengkapan kantor. 

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)  

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pencarian dan 

pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman 
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dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, 

pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT 

dan E-filing, serta penyiapan laporan kinerja. Tugas pokok dari Seksi 

PDI adalah : 

a. Menyusun estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi 

pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan. 

b. Melaksanakan pengumpulan data dan pengolahan data. 

c. Melaksanakan pelayanan peminjaman data dan penyaluran 

informasi dalam rangka pemanfaatn data perpajakan. 

d. Melaksanakan perekaman dan validasi dokumen perpajakan. 

e. Melaksanakan perbaikan ( updating ) 

f. Melaksanakan pelaksanaan dukungan teknis pemnfaatan aplikasi 

e-SPT dan E-filing. 

g. Melaksanakan kegiatan teknis operasional komputer. 

h. Melaksanakan penyediaan informasi perpajakan. 

i. Menyusun laporan pertanggungjawaban. 

4. Seksi Pelayanan 

 Seksi pelayanan membawahi “Tempat Pelayanan Terpadu”, atau 

biasa disingkat dengan TPT. TPT adalah tempat pelayanan yang 

terdapat di KPP untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib 

pajak. Selain itu, seksi pelayanan juga bertugas melaksanakan 

penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, 

pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan 
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pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, 

penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta 

melakukan kerja sama perpajakan. Tugas Pokok dari Seksi Pelayanan 

adalah memberikan Pelayanan Kepala Wajib Pajak berupa : 

a. Pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

b. Pelayanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

c. Pelayanan Penyampaian SPT Tahunan. 

d. Pelayanan Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM, 

dan PPh. 

5. Seksi Pelayanan 

 Seksi pelayanan membawahi “Tempat Pelayanan Terpadu”, atau 

biasa disingkat dengan TPT. TPT adalah tempat pelayanan yang 

terdapat di KPP untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib 

pajak. Selain itu, seksi pelayanan juga bertugas melaksanakan 

penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, 

pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan 

pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, 

penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta 

melakukan kerja sama perpajakan. Tugas Pokok dari Seksi Pelayanan 

adalah memberikan Pelayanan Kepala Wajib Pajak berupa : 

e. Pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

f. Pelayanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

g. Pelayanan Penyampaian SPT Tahunan. 
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h. Pelayanan Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM, 

dan PPh. 

6. Seksi Penagihan 

Mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan piutang 

pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, pelaksanaan 

penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta 

penyimpanan dokumen-dokumen penagihan Tugas pokok Seksi 

Penagihan adalah : 

a. Melakukan kegiatan administrasi penagihan. 

b. Melakukan tindakan penagihan aktif seperti 

penyampaian Surat Paksa, Penyitaan, Pemblokiran 

Rekening, dan tindakan lain sesuai ketentuan 

perundangan. 

7. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan 

Mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan penatausahaan 

potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian 

objek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek 

pajak dalam menunjang ekstensifikasi, dan kegiatan ekstensifikasi 

perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

8. Seksi Pemeriksaan 

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, 

pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan 

penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi 
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pemeriksaan perpajakan lainnya. 

9. Seksi Pengawasan Konsultasi I, II, III, dan IV 

Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban 

perpajakan Wajib Pajak, bimbingan, himbauan kepada Wajib Pajak dan 

konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis 

kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka 

melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, serta 

melakukan evaluasi hasil banding. Untuk menjalankan tugas tersebut, 

seksi waskon mempunyai petugas yang diangkat sebagai Account 

Representative (AR). Seluruh wilayah kerja dibagi ke dalam empat 

seksi waskon, masing-masing satu kecamatan kecuali untuk Kecamatan 

Panakkukang dibagi menjadi dua untuk waskon III dan waskon IV. 

10. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksaan dan Fungsional 

Penilai PBB 

Mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan kegiatan sesuai 

dengan jabatan fungsional masing-masing di bidang pemeriksaan 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu 

melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Dalam melaksanakan 

tugasnya, pejabat fungsional pemeriksa berkoordinasi dengan seksi 

pemeriksaan. 

D. Hasil Penelitian  

Fitur E-Filing yang disediakan oleh DJP sejak tahun 2012 yang 

kemudian mulai diwajibkan kepada ASN lapor SPT Tahunan tahun pajak 

2015 melalui E-Filing pada tahun 2016, kemudian diikuti oleh pegawai 
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BUMN dan Swasta di tahun-tahun berikutnya sampai sekarang, memang 

sangat membantu WP melaporkan SPT Tahunan. 

1. Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan melalui E-Filing  

Tabel 3.1 Jumlah berdasarkan tahun diterima pelaporan SPT 

Jenis SPT 
2021* 2022* 

e-Filing e-SPT Manual e-Filing e-SPT Manual 

SPT Tahunan 

PPh Badan              4.750  

                

32  

              

201  

             

5.388  

                   

7  

               

117  

SPT Tahunan 

PPh Orang 

Pribadi            58.586  

                   

5  

              

728  

           

61.281    

           

1.603  

  Sumber: Data diolah, 2023 

Menurut hasil wawancara kepada responden Bapak Muzakir Haq 

sebagai seksi pengawasan IV ( 6 April). 

Iya, dibuktikan dengan peningkatan kepatuhan WP lapor SPT 

Tahunan dari tahun ke tahun, mulai tahun pajak 2017 hingga 2022 

secara nasional. Tahun pajak 2017 tercapai 72,58% tahun pajak 

2018 tercapai 71,1% tahun pajak 2019 tercapai 73,06%, tahunpajak 

2020 tercapai 77,63%, tahun 2021 tercapai 84,07% dan tahun pajak 

2022 tercapai 83,2%. Nmaun, untuk tahun pajak 2022 masih terus 

bertambah karena saat ini masih berjalan dilaporkan oleh WP. 

Untuk KPP Pratama Makassar Selatan tahun pajak 2019 99,94 %, 

tahun pajak 2020 101,73%, tahun pajak 2021 101,40%, tahun 

pajak 2022 105,63%. 
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2. Bukti Potong Pajak 

 

Sebelum mengisi SPT Pajak online atau e-Filing, lebih dulu Anda 

perlu menyiapkan beberapa dokumen pendukung, antara lain:  

a. Bukti potong 1721 A1 untuk pegawai swasta, atau 1721 A2 untuk 

Pegawai Negeri Sipil (PNS)  

b. Bukti potong 1721 VII untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang 

bersifat final  

c. Bukti potong PPh Pasal 23 untuk penghasilan dari sewa selain 

tanah dan bangunan  

d. Bukti potong PPh Pasal 4 ayat 2 untuk sewa tanah dan bangunan  

e. Daftar penghasilan  
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f. Daftar harta (buku tabungan, sertifikat tanah atau bangunan) dan 

utang (rekening utang) 

g. Daftar tanggungan keluarga  

h. Bukti pembayaran zakat atau sumbangan lain 32 9) dan dokumen 

terkait lainnya. 2) Cara Isi dan Lapor SPT Tahunan Pajak 1770 S 

via Aplikasi  

i. dan dokumen terkait lainnya. 

3. Cara isi dan Lapor SPT Tahunan Pajak Via Aplikasi E-Filing  

Buat akun DJP online dengan menyiapakan NPWP, EFIN 

yang telah diaktivasi dan email aktif dengan langkah sebagai 

berikut: 

a. Kunjungi pajak.go.id 

b. Klik login di sudut kanan atas  

c. Klik ”belum registrasi”, lalu ikuti petunjuk berikut  
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Pengisian SPT Langsung di Web untuk form 1770S dan 1770SS 

1) Kunjungin pajak.go.id 

2) Klik LOGIN di sudut kanan atas  

3) Ikuti petujuk berikut: 
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Pengunggahan SPT elektronik beserta Lampirannya (e-SPT) 

UNTUK FORM 1770 

1) Download dan instal setup serta patch terbaru aplikasi e-

SPT di menu Tahunan PPh OP dihttp://pajak.go.id/aplikasi-

page  

2) Isi SPT anda pada aplikasi e-SPT 

3) Buat SPT ke dalam format csv melalui aplikasi e-SPT di 

menu lapor SPT, file csv tersebut merupakan SPT 

elektronik anda 

4) Scan lampiran selain satu set SPT seperti SSP/BPN, bukti 

potong, bagi yang melakukan pembukuan dan sebagainya, 

file ini digabung menjadi satu pdf dengan ukuran maksimal 

40MB 

5) Ubah nama file pdf sesuai nama csv 

6) Unggah file csv dan pdf pada menu 
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Jenis Form SPT dan Cara Laporannya 

Mengisi SPT langsung di Web (e-Filing) 

1) Form SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770SS 

Bagi WP Orang Pribadi yang memiliki penghasilan: 

a) Selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas; dan 

b) Kurang dari 60 juta dalam setahun (bruto) 

2) Form SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770S 

Bagi WP Orang Pribadi yang memiliki penghasilan sebagai 

berikut: 

a) Dari satu atau lebih pemberi kerja 

b) Dalam negeri lainnya dan/atau 

c) Dikenakan PPh final selain dari usaha 

Mengunggah SPT dan Lampirannya (e-SPT)  

3) Form SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 

Bagi WP Orang Pribadi yang memiliki penghasilan: 

a) Dari usaha dan/atau pekerjaan bebas 

b) Dari satu atau lebih pemberi kerja 

c) Dikenakan PPh final dan/atau bersifat final dan/atau  

d) Dari dalam negeri lainnya atau luar negeri 

Tahap Pra Lapor SPT Online 

Siapkan dokumen terkait SPT Tahunan  

a) Bukti pemotongan PPh yang diberikan dari pemberi kerja 

b) Pencatatan dari kegiatan usaha/pekerjaan bebas 
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c) Pembukuan bila anda wajib pembukuan  

d) Bukti bayar anggsuran PPh /pembayaran PPh  anda bila ada  

e) Kartu keluarga dan lain sebagainnya 

f) Email aktif  

Menurut hasil wawancara kepada responden Bapak Muzakir Haq 

sebagai seksi pengawasan IV ( 6 April). 

Dengan adanya Fitur E-Filing yang disediakan oleh DJP sejak 

tahun 2012 yang kemudian mulai diwajibkan kepada ASN lapor 

SPT Tahunan tahun pajak 2015 melalui E-Filling pada tahun 2016, 

kemudian diikuti oleh pegawai BUMN dan Swasta di tahun-tahun 

berikutnya sampai sekarang, memang sangat membantu WP 

melaporkan SPT Tahunan semakin berkurang 

 

 

E. Pembahasan 

Penerapan e-filing yang merupakan salah satu cara yang dapat 

dipilih oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan 

KPP Pratama Makassar Selatan. 

EFIN merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh dirjen 

pajak kepada wajib pajak yang telah melakukan transaksi elektronik 

perpajakan, seperti lapor SPT tahunan melalui e-filing dan pembuatan 

kode billing pembayaran pajak. Tidak, karena setiap wajib pajak yang 

terdaftar NPWP sudah memiliki efin dan berlaku selamanya. Apabila 

wajib pajak ingin melakukan pelaporan secara online wp harus melapor 

kepada pihak kantor untuk mengaktifkan kode efinnya.  
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Peraturan yang berlaku mulai tanggal 1 April 2018 tersebut 

mewajibkan penggunaan E-Filing untuk melaporkan SPT Pph 21/26 dan 

PP. Wajib Pajak harus memiliki e-FIN Dalam hal ini Wajib Pajak harus 

megajukan permohonan untuk mendapatkan e-FIN. Pada KPP Pratama 

Medan Kota permohonan harus dilakukan sendiri, tidak dapat diwakilkan. 

Permohonan dapat diselesaikan selama 30 menit dan paling lama 1 hari 

setelah dimohonkan. E-FIN yang hilang dapat dimohonkan kembali ke 

Kantor Pajak dengan meminta formulir e-FIN dan menyatakan 

permohonan ualng, karena nomor e-FIN tidak akan berubah dengan 

permohonan yang pertama kali dimiliki.  

 

Untuk sistem e-filing sendiri, email sangat dibutuhkan. Karena 

sistem akan mengirimkan kode-kode verifikasi melalui alamat e-mail. 

Berhasil atau tidaknya pelaporan SPT Tahunan secara e-filing juga akan 

disampaikan melalui e-mail. Maka Wajib Pajak harus benar benar menjaga 

keaktifan e-mail tersebut. 

Menurut hasil wawancara kepada responden Bapak Muzakir Haq 

sebagai seksi pengawasan IV ( 6 April). 

Untuk kendalanya mungkin terkendala di Wajib pajak itu sendiri 

,karna E-Filing itu Online jadi kita menganut sistem self asesmen 

system . Jdi wajib pajak di berikan kewenganangan , menghitung 

sendiri , melaporkan sendiri , memperhitungkan sendiri pajaknya 

sebagai pelaporan SPT tahunan sendiri. Jdi ketika wajib pajak 

melapor sendiri dan terjdi kendala pengisian manual atau online . 

Ketika datang ke kantor untuk melapor kami di kantor hanya 

membantu , memandu mengahrahkan wajib pajak untuk mengisi 

SPT tahunan .jdi kantor hanya membuka pelayanan help des untuk 

membantu wajib pajak yg ingin melapor spt tahunan .Terkedala 
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mungkin pertama dari pelayanan DJP mungkin persoalan Jaringan 

. Seperti wajib pajak melapor SPT Tahunannya tapi terkendala di 

jaringan .apakah itu terkendala di jaringan lokal atau jaringan 

Nasional untuk bulan 1- 3maret mungkin masih lamcar tpi kembali 

lagi kebiasaaan orang indonsesia akhir bulan maret membayar bisa 

membeludak dan menumpuk akhirnya server yang tidak kuat untuk 

menampung Pengisian yang membludak .dan kendala untuk wajib 

pajak itu sendiri mungkin dokumennya blum lengkap ,sumber 

penghasialan , potong pajak , dan hartanya pada 31 desember blum 

lengkap akhirnya kesulitan . Dan terahkir daftar rekap hutang yg di 

laporkan 31 desember daftar anggota keluarga baik dari istri 

hingga anak yang di masukkan di SPT Tahunannya dan isian 

lainnya yang belum lengkap. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

diuraikan diatas maka dapat disimpulkan Penerapan e-filing dalam 

penginputan data dokumen sumber SPT tahunan wajib pajak orang 

pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan dikatakan sangat efektif 

dikarenakan dari hasil wawancara setiap tahunnya itu meningkat.. Wajib 

pajak yang melaporkan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

selatan kota makassar melalui e-filing dikategorikan sudah maksimal 

.pada tahun 2021 sebanyak 58,586 wajib pajak melaporkan spt tahunan 

secara e-filing dan sebanyak 728 wajib pajak malaporkan secara manual 

.kemudian tahun 2022 memiliki selisih  2,695 wajib pajak melaporkan 

secara e-filling .Dengan adanya E-filing Wajib Pajak bias melaporkan 

SPT Tahunannya dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan 

koneksi internet dikarenakan juga E-filing online menganut sistem self 

assessment system dimana wajib pajak diberi kewenangan untuk 

menghitung, melaporkan, SPT Tahunannya sendiri. 

B. Saran  

Setelah menganilisi dan menghasilkan beberapa kesimpulan atas 

penelitian . Adapun hal-hal yang dapat disarankan penulis yang mungkin 

dapat menjadi bahan masukan dan perhatian bagi KPP Pratama Makassar 

Selatan yaitu Hendaknya melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak, baik 



34 

 

 

 

itu sosialisasi secara lagsung maupun tidak langsung yang berisikan 

manfaat dan kemudahan menggunakan e-filing dan tata cara pelaksanaan 

penginputan data dokument SPT Tahunan melalui e-filing guna untuk 

meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak sehingga 

dapat mencapai target penerimaanSosialisasi kepada Wajib Pajak harus 

lebih sering dilakukan lagi, terutama kepada Wajib Pajak yang belum 

paham ataupun sama sekali tidak mengerti mengenai tata cara 

penginputan data dokument SPT Tahunan melalui e-filing. Apabila 

penyuluhan tersebut dapat dilakukan dengan baik dengan wajib pajak, 

maka akan meningkatkan motivasi dan rasa ingin mencoba dalam 

menginput SPT Tahunannya melalui e-filing. 
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LAMPIRAN 1 

Surat Izin Meneliti (PTSP Makassar) 
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Surat Pernyataan Ketersidaan Menyerahkan Hasil Riset 
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LAMPIRAN 2 

DATA DATA PENELITIAN 

1. Bukti Potong Pajak 
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2. Cara isi dan Lapor SPT Tahunan Pajak Via Aplikasi E-Filing 
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LAMPIRAN 3 

DAFTAR PERTANYAAN DAN WAWANCARA 

Wawancara Kepada Bapak Muzaqir Haq AR (Account Represetative) 

(Seksi Pengawasan 4) 

No Pertanyaan  Wawancara 

1. Setelah ada E-Filing apakah masih banyak 

wajib pajak yang ke kantor untuk 

menyampaikan SPT ?  

Dengan adanya Fitur E-Filing yang 

disediakan oleh DJP sejak tahun 2012 yang 

kemudian mulai diwajibkan kepada ASN 

lapor SPT Tahunan tahun pajak 2015 melalui 

E-Filling pada tahun 2016, kemudian diikuti 

oleh pegawai BUMN dan Swasta di tahun-

tahun berikutnya sampai sekarang, memang 

sangat membantu WP melaporkan SPT 

Tahunan semakin berkurang. 

2. Seberapa besar pengaruh sebelum dan setelah 

adanya E-Filing?  

 

Sangat besar, karena WP bisa lapor dimana 

saja dan kapan saja jika ada koneksi 

internet,sangat mudah,fleksibel,dan aman 

data arsip WP 

3. 

Dengan adanya E-Filing apakah Wajib Pajak Iya, dibuktikan dengan peningkatan 
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semakin patuh (tepat waktu) untuk 

menyampaikan SPT Tahunan nya? 

 

kepatuhan WP lapor SPT Tahunan dari tahun 

ke tahun, mulai tahun pajak 2017 hingga 

2022 secara nasional. Tahun pajak 2017 

tercapai 72,58% tahun pajak 2018 tercapai 

71,1% tahun pajak 2019 tercapai 73,06%, 

tahunpajak 2020 tercapai 77,63%, tahun 

2021 tercapai 84,07% dan tahun pajak 2022 

tercapai 83,2%. Nmaun, untuk tahun pajak 

2022 masih terus bertambah karena saat ini 

masih berjalan dilaporkan oleh WP. Untuk 

KPP Pratama Makassar Selatan tahun pajak 

2019 99,94 %, tahun pajak 2020 101,73%, 

tahun pajak 2021 101,40%, tahun pajak 2022 

105,63%. 

 

4. 

Apa yang menjadi kendala Bapak/Ibu temui 

pada wajib pajak yang menyampaikan SPT 

Tahunan secara online? 

Untuk kendalanya mungkin terkendala di 

Wajib pajak itu sendiri ,karna E-Filing itu 

Online jadi kita menganut sistem self 

asesmen system . Jdi wajib pajak di berikan 
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 kewenganangan , menghitung sendiri , 

melaporkan sendiri , memperhitungkan 

sendiri pajaknya sebagai pelaporan SPT 

tahunan sendiri. Jdi ketika wajib pajak 

melapor sendiri dan terjdi kendala pengisian 

manual atau online . Ketika datang ke kantor 

untuk melapor kami di kantor hanya 

membantu , memandu mengahrahkan wajib 

pajak untuk mengisi SPT tahunan .jdi kantor 

hanya membuka pelayanan help des untuk 

membantu wajib pajak yg ingin melapor spt 

tahunan .Terkedala mungkin pertama dari 

pelayanan DJP mungkin persoalan Jaringan . 

Seperti wajib pajak melapor SPT 

Tahunannya tapi terkendala di jaringan 

.apakah itu terkendala di jaringan lokal atau 

jaringan Nasional untuk bulan 1- 3maret 

mungkin masih lamcar tpi kembali lagi 

kebiasaaan orang indonsesia akhir bulan 

maret membayar bisa membeludak dan 

menumpuk akhirnya server yang tidak kuat 

untuk menampung Pengisian yang 

membludak .dan kendala untuk wajib pajak 



47 

 

 

 

itu sendiri mungkin dokumennya blum 

lengkap ,sumber penghasialan , potong pajak 

, dan hartanya pada 31 desember blum 

lengkap akhirnya kesulitan . Dan terahkir 

daftar rekap hutang yg di laporkan 31 

desember daftar anggota keluarga baik dari 

istri hingga anak yang di masukkan di SPT 

Tahunannya dan isian lainnya yang belum 

lengkap 

5. 

Apa kelebihan dan kekurangannya E-Filing ? 

 

Kelebihannya banyak ,fleksibel,mudah di 

jangkau ,mobile,terus cepat dimana sja kapan 

sja 24 jam ,kantor tutup hari libur msih bisa , 

arsip aman bisa dan bisa di cetak berkali kali 

dikatakan sangat memasyarakat 

.Kekurangannya mungkin masalah yang 

terlihat mungkin server yang kurang 

memadai artinya ketika antrian secara 

bersamaan akhirnya membeludak jdi ada 

waktu dimana jaringan server tidak mampu 

melayani secara bersamaan dan mungkin 

solusinya di sediakan media serves yang 
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memudahkan melayani WP secara 

bersamaan dan terahkir mungkin pada listrik 

artinya bermasalah pada prasarana saja” . 

 

6. 

Bagaimana cara mengatasi masalah apabila 

terjadi kehilangan data atau dokumen wajib 

pajak pada saat pelaporan SPT Tahunan? 

 

Untuk wajib pajak yang hilang dokumen 

memang penting sebagai sumber pengisian 

spt tahunannya ,sebagai contoh bukti potong 

yang hilang seharunya meminta kembali 

bukti potongnya terus kalo dokumennya 

berupa nota pembelian penjual  harus 

meminta dri sumbernya. Tapi klo sudah 

terlapor di system mungkin bisa di bantu 

diberikan data dri kami dengan catatan data “ 

dari kami sudah dilaporkan .ada fasilitas 

pemberian data dri masing” wajib pajak. 
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7. 

Selain bukti potong dokumen apa saja yang 

perlu di upload pada saat melakukan E-Filling 

atas pelaporan SPT Tahunan? 

 

Untuk wajib pajak orang pribadi berstatus 

pegawai daftar harta,daftar utang daftar 

anggota keluarga (KK) untuk pengisian spt 

tahunan sasarannya wp orang pribadi 

bertastus pegawai , klo di luar itu Banyak 

misalnya orang pribadi usaha cek 

penghasilan,bukti potong,sumber 

pengahasilan lain”. 

 

8. 

Apakah tindakan dengan sengaja 

menghilangkan dokumen berupa bukti potong 

pada saat pelaporan SPT Tahunan dapat 

dikenakan sanksi atau berupa surat teguran? 

 

Untuk masalah sanksi langsung krn 

menghilangkan dokumen dsb itu tidak di atur 

yang di atur hanya sanksi tidak melapor spt 

,lambat melaporkan spt dan tidak membayar 

. Dan sebagai AR  mengadakan pengujian 

klo menurut wp bayarnya pas tpi pas di uji 

ternyata kurang dan pas pembayaran nnti 

lambat maka dikenakan sanksi 
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9.  

Selain manfaat dari E-Filing yaitu pemanfaat 

teknologi di era digital seperti saat ini apakah 

manfaat dalam aspek social dengan adanya E-

Filing tesebut?  

 

Social berarti mengurangi jumlah wp 

dtang ke kantor jdi dengan adanya E-

Filling tidak perlu antri panjang kayak 

dulh lgi dan sisi lainnya lebih sering 

shareing  di era globalisasinya bisa 

melalui sosmed dsb di antara WP itu 

sendiri 
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LAMPIRAN 4 

DOKUMENTASI  

 

Keterangan Gambar 1. 

Wawancara Bersama Bapak Muzakir Haq (Seksi Pengawasan IV) 
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Keterangan Gambar 2.  

Foto Bersama Bersama Bapak Muzakir Haq (Seksi Pengawasan IV) 
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